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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan 1) Memahami secara mendalam penerapan akad ijarah dalam 

produk rahn 2) memahami secara mendalam kesesuaian perlakuan akuntansi akad 

ijarah dalam produk rahn 3) Memahami secara mendalam dampak pengakuan dan 

pengukuran pendapatan ijarah terhadap laba Pegadaian Syariah. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan 

melalui wawancara kepada tiga narasumber yaitu Kepala Cabang Pegadaian Syariah 

Jember, Bagian Kasir dan Bagian Penaksir yang bekerja di Pegadaian Syariah Cabang 

Jember. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Uji keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

penerapan pencatatan akuntansi di Pegadaian Syariah telah sesuai PSAK No. 107. 

Selain itu pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah berdampak terhadap laba yang 

diterima Pegadaian Syariah. 

Kata Kunci: Akuntansi, Ijarah, Rahn, Pegadaian. 
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RINGKASAN 

 

Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah di Pegadaian Syariah Cabang Jember; 

Arfin Nurul Aini, 140810301215; 2018; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Jember.  

 

Menurut data The Pew Forum on Religion and Public Life pada tahun 2010 penduduk 

yang menganut agama Islam di Indonesia mencapai 205 juta jiwa atau sekitar 13%. 

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim ini, tentunya juga 

mengharapkan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai transaksi yang 

diterapkan sehari-hari untuk memenuhi segala kebutuhannya. Dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan prinsip syariah maka lembaga 

keuangan bank maupun non bank syariah semakin berkembang pesat. Mulai dari 

Perbankan Syariah, BMT (Baitul Maal wa Tamwil), BAZ (Badan Amil Zakat) dan 

Pegadaian Syariah. 

Pada tahun 2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada tahun 2003 

Pegadaian Syariah resmi dioperasikan dan pegadaian Dewi Sartika (Jakarta) menjadi 

kantor cabang pertama pegadaian yang menerapkan sistem Pegadaian Syariah. 

Kemudian disusul dengan pembukaan cabang-cabang di Pegadaian Syariah yang lain. 

Produk dari Pegadaian Syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk 

rahn. Dalam produk rahn ini dikenakan biaya ijarah sebagai jasa simpan. Pembiayaan 

ijarah harus memiliki sebuah pedoman untuk mengatur sistem dan perlakuan 

akuntansi agar sesuai dan memliki kesamaan dengan seluruh pegadaian  syariah yang 

ada. Di Indonesia ijarah telah diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi ijarah yang 

telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 

Penelitian ini akan menganalisis penerapan sistem akuntansi pada Pegadaian Syariah 

cabang Jember. Analisis akan dicocokkan dengan pedoman yang berlaku yaitu PSAK 

107 tentang Ijarah. Peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pembiayaan ijarah pada 
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Pegadaian Syariah cabang Jember karena Pegadaian Syariah cabang Jember 

merupakan salah satu instansi yang mengaplikasikan akad ijarah dan akad rahn. Selain  

itu juga melihat dapat dari pengakuan dan pengukuran pendapatan ijarah terhadap laba 

Pegadaian Syariah Cabang Jember. 

PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang 

mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah 

kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad 

ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan 

Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Uji keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan akuntansi ijarah di Pegadaian Syariah 

telah sesuai dengan PSAK 107. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek mulai dari 

definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian hingga pengungkapan. Namun pada 

pegadaian Syariah ini tidak menerapkan ijarah muntahiyah bittamlik. Selain itu pada 

Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak membuat laporan keuangan sendiri. Jadi 

pada kantor cabang, pegawai bertugas untuk menginput data kemudian data tersebut 

akan dikirimkan ke kantor wilayah dan kantor wilayah yang akan meneruskan ke 

bagian Pusat.  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perum pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang 

menangani usaha jasa gadai untuk masyarakat terutama di kota-kota kecil di 

Indonesia. Di pegadaian ini kita bisa mendapatkan dana dengan mudah dan 

terbilang cepat, selain itu pegadaian juga tidak memerlukan persyaratan yang sulit 

dalam mendapatkan dana. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai 

ekonomis, masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk memenuhi 

kebutuhannya baik untuk produktif maupun konsumsitf 

Menurut data The Pew Forum on Religion and Public Life pada tahun 2010 

penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia mencapai 205 juta jiwa atau 

sekitar 13%. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama muslim ini, tentunya 

juga mengharapkan diterapkannya prinsip-prinsip syariah dalam berbagai 

transaksi yang diterapkan sehari-hari untuk memenuhi segala kebutuhannya. 

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bertransaksi dengan prinsip 

syariah maka lembaga keuangan bank maupun non bank syariah semakin 

berkembang pesat. Mulai dari Perbankan Syariah, BMT (Baitul Maal wa Tamwil), 

BAZ (Badan Amil Zakat) dan Pegadaian Syariah. 

Perkembangan praktik lembaga keuangan syariah baik di level nasional 

maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi Islam 

mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad 

menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Di 

Indonesia, Akuntansi Syariah berkembang dengan ditandai munculnya lembaga 

keuangan bank dan non bank yang berbasis syariah. Perkembangan ini didukung 

oleh Undang-Undang meliputi UU no. 7 tahun 1992, UU no. 10 tahun 1998, UU 

no.23 tahun 1999 hingga disahkannya UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah (Nurhayati dan Wasilah, 2013:2) 
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Ditengah berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut 

hendaknya kita tidak mengabaikan lembaga keuangan lainnya yaitu Pegadaian 

Syariah. Berdirinya Pegadaian Syariah berawal pada tahun 1998 ketika beberapa 

general manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi 

banding, para manajer tersebut melakukan penggodokan rencana pendirian 

Pegadaian Syariah. Namun hal itu masih belum terlaksana. Hingga pada tahun 

2002 mulai diterapkan sistem Pegadaian Syariah dan pada tahun 2003 Pegadaian 

Syariah resmi dioperasikan dan pegadaian Dewi Sartika (Jakarta) menjadi kantor 

cabang pertama pegadaian yang menerapkan sistem Pegadaian Syariah. Kemudian 

disusul dengan pembukaan cabang-cabang di Pegadaian Syariah yang lain. 

Pegadaian Syariah sendiri memiliki lima produk yang ditawarkan yaitu Rahn, 

Arrum BPKB, Arrum emas, Amanah dan Arrum haji. Rahn merupakan produk 

jasa gadai berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Kedua, Arum BPKB (Ar 

Rahn untuk usaha mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha 

kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Ketiga, Arrum 

emas, arrum emas ini hampir sama dengan arrum BPKB yang membedakan 

hanya jaminannya berupa emas yang disimpan di Pegadaian Syariah. Keempat, 

produk Amanah yakni pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap 

maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara 

angsuran. Dan yang terakhir adalah arrum haji. Arrum haji merupakan layanan 

yang memberikan masyarakat kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. 

(Pegadaiansyariah.com). 

Tabel 1. Data Nasabah Tiap Produk bulan Februai di Pegadaian Syariah 

Cabang Jember 

No. Produk Jumlah Rahin 

1. Produk Rahn 1370 

2. Arrum BPKB 34 

3. Arrum Emas 25 

4. Amanah 233 
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5. Arrum Haji 153 

 (Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Jember) 

Produk dari Pegadaian Syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah 

produk rahn. Produk ini diminati karena masyarakat apabila memiliki kebutuhan 

ekonomi yang mendadak bisa menggadaikan barangnya sebagai jaminan untuk 

mendapatkan uang dengan proses yang cepat. Masyarakat bisa menjaminkan 

barang seperti emas berupa perhiasan, kendaraan bermotor berupa BPKB dan 

barang elektronik lain yang masih memiliki nilai manfaat. Barang-barang tersebut 

merupakan barang-barang yang mudah untuk dijadikan jaminan dan kebanyakan 

masyarakat memiliki barang-barang tersebut.       

 Pada hakikatnya sistem gadai pada saat ini merupakan suatu jenis 

muamalah yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan istilah 

Ar-rahn(gadai), ketika itu Nabi melakukan transaksi gadai pada saat beliau berada 

di Madinah dan tidak mempunyai uang tunai untuk membeli gandum, maka 

praktek yang dilakakukannya adalah dengan cara menggadaikan baju besi beliau 

kepada orang Yahudi untuk dijadikan jaminan akan hutangnya. (Haroen: 2002, 

253). 

Pada pelaksanaanya, akad yang sering digunakan oleh Pegadaian Syariah 

adalah akad rahn dan akad ijarah. Akad rahn dilakukan pihak pegadaian untuk 

menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang rahin. Dengan adanya akad 

rahn inilah pihak rahin memberikan barang bergerak yang dimilikinya kepada 

pihak pegadaian sebagai jaminan atas hutangnya yang kemudian pihak pegadaian 

menyimpan barang jaminan barang tersebut di tempat yang telah disediakan oleh 

pegadaian. Akibat dari penyimpanan inilah timbul biaya-biaya atas barang milik 

rahin yang dititipkan kepada pihak pegadaian seperti biaya perawatan dan biaya 

penyimpanan atas barang yang dititipkannya. Biaya-biaya ini disebut biaya sewa 

(ijarah) atas jasa penitipan barang oleh pihak Pegadaian Syariah, yang mana 

pihak rahin wajib membayar atas biaya-biaya tersebut. Adapun jumlah harus 

dibayar oleh pihak rahin kepada pihak pegadaian sesuai kesepakatan awal dalam 
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ketentuan rahn antara  kedua belah pihak, yang mana kesepakatan tersebut tidak 

saling merugikan antara kedua belah pihak. Barang gadai harus memiliki nilai 

ekonomis sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat 

mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Peneliti tertarik untuk mengetahui 

proses penentuan biaya ijarah  yang berlaku di Pegadaian Syariah. 

Ketentuan dalam pembiayaan ijarah telah ditentukan oleh Dewan Syariah 

Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, yang mana 

DSN dan MUI mengeluarkan fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa 

tersebut dinyatakan bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun 

tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Jika dalam pelaksanaannya 

biaya sewa yang dikenakan pada rahin berdasarkan pinjaman, maka biaya sewa 

akan berbeda apabila jumlah pinjaman dibawah nilai maksimal. 

Pembiayaan ijarah harus memiliki sebuah pedoman untuk mengatur sistem 

dan perlakuan akuntansi agar sesuai dan memliki kesamaan dengan seluruh 

pegadaian  syariah yang ada. Di Indonesia ijarah telah diatur dalam PSAK 107 

tentang akuntansi ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan. Menurut PSAK 107 ijarah merupakan akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah) 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. 

PSAK ini merupakan panduan dalam pengakuan dan pengukuran aset ijarah, 

pendapatan ijarah dan IMBT, piutang pendapatan ijarah dan IMBT, biaya 

perbaikan yang dikeluarkan, perpindahan hak milik objek sewa, terjadinya 

penurunan nilai objek sewa secara permanen.  

Pada penelitian Mariyanti dan Anisa (2015) bahwa perlakuan akuntansinya 

telah sesuai dengan PSAK 107. Perbedaan penelitian Mariyanti dan Anisa (2015) 

dengan penelitian ini adalah perbedaan jenis pembiayaan yang diteliti. Penelitian 

lain yang membahas mengenai  ijarah adalah penelitian dari Handayani (2012) 

hasil dari penelitian ini adalah perlakuan akuntansi ijarah di Pegadaian Syariah 

Pamekasan telah sesuai dengan PSAK 107 dan pengakuan dan pengukuran 
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pendapatan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Dalam penelitan ini juga akan 

menganalisis dampak pengakuan dan pengukuran pendapatan terhadap laba 

perusahaan. 

Penelitian ini akan menganalisis penerapan sistem akuntansi pada 

Pegadaian Syariah cabang Jember. Analisis akan dicocokkan dengan pedoman 

yang berlaku yaitu PSAK 107 tentang Ijarah. Peneliti tertarik untuk meneliti 

mengenai pembiayaan ijarah pada Pegadaian Syariah cabang Jember karena 

Pegadaian Syariah cabang Jember merupakan salah satu instansi yang 

mengaplikasikan akad ijarah dan akad rahn. Penelitian ini berjudul, “Analisis 

Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK 107 di 

Pegadaian Syariah Cabang Jember”. 

1.2 Rumusan Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah,  

1. Bagaimana penerapan ijarah dalam rahn di Pegadaian Syariah Cabang Jember? 

2. Bagaimana analisis kesesuaian perlakuan akuntansi akad ijarah dalam produk 

rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan PSAK 107?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Memahami secara mendalam penerapan akad ijarah dalam produk rahn di 

Pegadaian Syariah Cabang Jember. 

2. Memahami secara mendalam kesesuaian perlakuan akuntansi akad ijarah 

dalam produk rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Jember dengan  PSAK 107. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi 

berbagai pihak, terutama kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis agar 

dapat lebih memahami dan mendalami ekonomi syariah di bidang Pegadaian 

Syariah 
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2. Manfaat Praktis 

 Sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca, sehingga pembaca mengetahui 

tentang mekanisme aktivitas perjanjian gadai yang sesuai dengan prinsip Syariah, 

sehingga Pegadaian Syariah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Muslim 

khususnya di sekitar wilayah Jember dan masyarakat Indonesia pada umumnya 

untuk bertransaksi yang benar-benar Islami. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan tentang Akuntansi Syariah 

2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah 

Definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah 

SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di 

dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas 

transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. 

Definisi akuntansi (konvensional) menurut American Accounting Association 

(AAA) adalah the identification, recording, classification, interpreting and 

communication economic events to permit users to make informed decisioons. 

Sedangkan definisi Akuntansi Islam (Syariah) adalah the “accounting 

process”which provides appropriate information (not necessarily limited to 

financial data) to stakeholders of an entity which will enable them to ensure that 

the entity is continuously operating within the bounds of the Islamic Shari‟ah and 

delivering on its socioeconomic objectives. 

Dari perbedaan definisi di atas, informasi yang disajikan oleh akuntansi 

syariah untuk penggunaan laporan lebih luas tidak hanya data finansial juga 

mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta 

memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam misalnya dengan 

adanya kewajiban membayar zakat. 

 Pengertian akuntansi keuangan menurut Islam lebih mengarah pada 

pembukuan, pendapatan, kerja dan usaha, serta perhitungan dan berdebatan (tanya 

jawab) berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Selanjutnya penentuan 

imbalan yang meliputi semua tindakan dan pekerjaan, baik yang berhubungan 

dengan keduniaan maupun akhirat. Oleh sebab itu, muhasabah dalam Islam 

memiliki akuntansi yang berkembang dalam konsep positif (konvensional) adalah 

sekitar pengumpulan dan pembukuan, penelitian tentang keterangan-keterangan 

dari berbagai macam aktivitas. Arti muhasabah (akuntansi) dalam Islam lebih 
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umum dan lebih luas jangkauannya, yang meliputi perhitungan dari segi moral 

dan perhitungan akhirat. Dalam praktiknya setiap aktivitas muamalahadanya 

unsur pertanggungjawaban (responsibility) dari hubungan vertikal (hubungan 

antara manusia dengan Allah SWT./hablun-minallah) dan hubungan horisontal 

(hubungan sesama manusia/hablun-minannas). (Muslim, 2015:50) 

Akuntansi syariah juga dibutuhkan dan berbeda dengan akuntansi 

konvensional mengingat dilahirkan dari sistem nilai dan aturan yang berbeda, 

sebagaimana dijelaskan oleh Harahap dalam Nurhayati (2014)  dalam 

International Scientific Conference: View of Islamic Culture Approach for 

Accounting Research di Osaka. Pada seminar tersebut beliau menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 

Tabel 2. Perbandingan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional 

Kriteria Akuntansi Syariah  Akuntansi Konvensional 

Dasar Hukum Hukum Etika yang  

bersumber al Qur’an dan 

sunnah 

Hukum bisnis modern 

Dasar tindakan  Keberadaan hukum Allah-

Keagamaan  

Rasionalisme Ekonomis-

Sekuler 

Tujuan  Keuntungan yang wajar Maksimal keuntungan  

Orientasi  Kemasyarakatan  Individual atau kepada 

pemilik 

Tahapan 

operasional 

Dibatasi dan tunduk 

ketentuan syariah 

Tidak dibatasi kecuali 

pertimbangan eknomis  

2.1.2 Perkembangan Akuntansi Syariah 

Menurut Wiroso dalam Nurhayati (2014:9) ada tiga periode perkembangan 

akuntansi syariah yaitu : 
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a. Periode sebelum tahun 2002 

Walaupun Bank Muamalat sudah beroperasi sejak tahun 1992 namun sampai 

dengan tahun 2002 belum ada PSAK yang mengatur, sehingga pada periode ini 

masih mengacu pada PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan walaupun tidak 

dapat dipergunakan sepenuhnya terutama paragraf-paragraf yang bertentangan 

dengan prinsip syariah seperti perlakuan akuntansi untuk kredit. Selain itu juga 

mengacu pada Accounting Auditing Standart for Islamic Financial Institution 

yang disusun oleh Accounting adn Auditing Organization for Islamic Financial 

Institution, suatu badan otonom yang didirikan 27 Maret 1991 diBahrain. 

b. Periode tahun 2002-2007 

Pada periode ini, sudah ada PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah 

yang dapat dipergunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, 

Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan kantor cabang syariah sebagaimana 

tercantum dalam ruang lingkup PSAK tersebut. 

c. Tahun 2007-sekarang 

Pada periode ini DSAK (Dewan Standar Akuntansi Keuangan) mengeluarkan 

PSAK Syariah yang merupakan perubahan dari PSAK 59. KDPPLKS (Kerangka 

Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah) dan PSAK Syariah, 

digunakan baik oleh entitas syariah maupun entitas konvensional yang melakukan 

transaksi syariah baik sektor publik maupun sektor swasta. Dengan demikian, saat 

ini di Indonesia selain memiliki PSAK Syariah juga ada Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintah. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya akuntansi 

syariah memiliki dua alasan utama, yaitu suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah 

dan adanya kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. 

2.1.3 Jenis Akad 

Akad dalam bahasa Arab ‘al-‘aqd, jamaknya al-‘uquad, berarti ikatan atau 

mengikat (al-rabath). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian 

antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dibenarkan oleh syariah, 
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yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. (Ghufron dalam 

Nurhayati,2014). Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fikih 

muamalat membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakin akad tabarru’ dan akad 

tijarah/mu’awadah. 

1. Akad Tabarru’(Gratuitous Contract)  

 Akad Tabarru’ adalah perjanjian yang merupakan transaksi yang tidak 

ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Tujuan dari transaksi ini 

adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru’ berasal dari birr 

dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru‟ pihak yang 

berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada 

pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT dan bukan 

dari manusia. Namun, tidak mengapa bila pihak yang berbuat kebaikan tersebut 

meminta sekadar menutupi biaya yang ditanggung atau dikeluarkan untuk dapat 

melakukan akad tabarru’ tersebut, sepanjang tidak mengambil laba dari akad 

tabarru’ itu. Terdapat tiga bentuk akad tabarru’, sebagai berikut. 

a. Meminjamkan Uang 

Meminjamkan uang termasuk akad tabarru’ karena tidak boleh melebihkan 

pembiayaan atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa iwad 

adalah riba. Ada minimal tiga jenis pinjaman, yaitu sebagai berikut, 

1) Qardh, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apa pun, 

selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. 

2) Rahn, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk 

atau jumlah tertentu. 

3) Hiwalah adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari 

pihak lain. 

b. Meminjamkan Jasa 

Ada minimal tiga jenis pinjaman yaitu: 
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1) Wakalah : memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk 

melakukan sesuatu atas nama orang lain. Pada konsep ini maka yang kita 

lakukan hanya atas nama orang tersebut. 

2) Wadi’ah : merupakan bentuk turunan akad wakalah, di mana pada akad ini 

telah dirinci/didetailkan tentang jenis pemeliharaan dan penitipan. Sehingga 

selam pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik 

barang. 

3) Kafalah : juga merupakan bentuk turunan akad wakalh, di mana pada akad 

ini terjadi atas wakalah bersyarat (contingent wakalah). 

c. Memberikan Sesuatu 

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada minimal 

tiga bentuk akad ini. 

1) Waqaf, merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang 

dilakukan tersebut untuk kepentingan umum dan agama, 

2) Hibah/Shadaqah, merupakan pemberian sesuatu secara sukarelah kepada 

oranglain. 

2. Akad Tijarah (Compensattional Contract)  

 Akad Tijarah merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh 

keuntangan. Dari sisi kepastian hasil yang diperoleh, akad ini dapat dibagi 2 yaitu 

sebagai berikut. 

a. Natural Uncertainty Contract: merupakan kontrak yang diturunkan dair teori 

pencampuran di mana pihak yang bertransaksi saling mencapurkan set yang 

mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk 

mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, kontrak jenis ini tidak memberikan 

imbal hasil yang pasti, baik nilai imbal hasil (amount) maupun waktu (timing). 

b. Natural Certtainty Contract: merupakan kontrak yang diturunkan dari teori 
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pertukaran, di mana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang 

dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun 

harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah (quantity),mutu 

(quality), harga (price), dan waktu penyerahan (time delivery). Dalam kondisi ini 

secara tidak langsung kontrak jenis ini akan memberikan imbal hasil yang tetap dan 

pasti karena sudah diketahui ketika akad. 

Gambar 1.Jenis Akad 

 

2.2 Tinjauan tentang Gadai Syariah 

2.2.1 Pengertian Gadai Syariah 

Gadai Syariah (rahn) adalah menahan salah satu harta milik rahin atau 

KONTRAK 

Tijarah Tabarru’ 

Certainty Unvertainty Lending 

(Aset) 

Lending Self Giving 

Jual Beli Bagi Hasil Mudharabah, 

Musyarakah 

Mudharabah, 

Musyarakah 

Mudharabah, 

Musyarakah 

Mudharabah,

salam,Ijarah 

dan IMBT 

Mudharabah, 

Musyarakah 
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rahin sebagai barang jaminan atau marhun atas hutang/pinjaman atau marhun bih 

yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian 

pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh jaminan 

untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Gadai (Rahn) 

secara etimologis berarti tsubut (tetap), dawan (terus menerus) dan habs 

(menahan). Rahn secara terminologis adalah menjadikan harta benda sebagai 

jaminan hutang agar hutang itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya 

jika tidak dapat mengembalikan hutangnya. Rahn juga dapat diartikan menjadikan 

suatu benda yang mempunyai nilai dalam pandangan hukum untuk kepercayaan 

suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari 

benda tersebut . 

Istilah rahn  menurut  Imam  Ibnu  Mandzur diartikan  sebagai  apa-apa 

yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan.  

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai harta yang dijadikan 

pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi 

mendefiniskan rahn yaitu menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak 

(piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya 

maupun sebagiannya. 

Dalam QS Al Baqarah ayat 283 disebutkan:”jika kamu dalam perjalanan 

(dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seoran 

gpenulis, hendaklah ada baran tanggungan yang dipegang (oleh yang 

berpiutang)..”. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang 

dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finanasial, barang tanggungan biasa 

dikenal sebagai objek agadai atau jaminan (kolateral) dalam dunia perbankan. 

Selain itu istilah Ar Rahn juga disebut dalam salah satu hadis yang artinya: 

“Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang 

menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya...Kepada 

orang yang naik ia harus mengeluarkan biaya perawatannya”,(HR Jamaah 

kecuali Muslim dan Nasai’i, Bukhari No. 2329, kitab Ar Rahn). Secara teknis 
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gadai syariah dapat dilakukan oleh suatu lembaga tersendiri seperti Perum 

Pegadaian, perusahaan swasta maupun pemerintah atau merupakan bagian dari 

produk-produk finansial yang ditawarkan bank.  

Sedangkan pengertian gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang 

Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas 

suatu barang bergerak yang diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang 

yang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai (rahn) dalam bahasa 

hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan atau agunan. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa, gadai 

(rahn) adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan 

kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagaiannya) 

untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar 

hutangnya. 

2.2.2 Landasan Gadai Dalam Islam 

Selain Al Qur’an dan Hadis gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN- 

MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (Ar-Rahn) yang 

menetapkan hukum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan 

sebagaimana diatur dalam fatwa. Adapun ketentuan mengenai akan Rahn tersebut 

yakni: 

a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun 

(barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Marhun 

dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.  Pada prinsipnya, marhun tidak boleh 

dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai 

marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan 

perawatan. 

b. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 

rahin, Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban 

rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan 

pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. 

c. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan 
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berdasarkan jumlah pinjaman. 

d. Penjualan marhun: 

• Apibila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahn untuk segera 

melunasi utangnya. 

• Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual 

paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah. 

• Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya 

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. 

• Kelebihan   hasil   penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi 

kewajiban rahin. 

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No. 

26/DSNMUIS/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut : 

a. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn. 

b. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip Ar-Rahn. 

c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh pegadaian 

(rahin) 

d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah 

2.2.3 Rukun dan Syarat Gadai Syariah 

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat 

tertentu gadai syariah, diantaranya yaitu : 

1. Rukun Gadai 

Rukun gadai syariah yang harus dipenuhi dalam operasional Pegadaian Syariah 

meliputi: 

a. Ar Rahin (yang menggadaikan) 

 Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang 

digadaikan. 

b. Al Murtahin (yang menerima gadai) 

Orang, bank, pegadaian atau lembaga yang dipercaya oleh rahin atas dasar 

besarnya tafsiran marhun. 
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c. Al Marhun rahn (barang yang digadaikan) 

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam  mendapatkan 

utang. 

d. Al Marhun bih(utang) 

Sejumlah dana yang diberikan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. 

2. Syarat Gadai 

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam operasional Pegadaian Syariah 

adalah sebagai berikut : 

a. Rahin dan Murtahin 

Rahin dan Murtahin harus mengikuti syart berikut : memiliki kemmapuan 

yaitu berakal sehat, kemampuan juga berarti kelayakan seseorang melakukan 

transaksi pemilikan. 

b. Sighat 

• Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga denga suatu 

waktu dimasa depan. 

• Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian tang  seperti  

halnya akan jualbeli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau 

dengan suatu waktu dimasa depan. 

c. Marhun bih 

• Harus merupakan hak yang wajib ddiberikan atau diserahkan kepada 

pemiliknya 

• Memungkinkanpemanfaatan. 

• Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. 

d. Marhun 

• Harus diperjualbelikan 

• Harus berupa harta yang bernilai 

• Harus bisa dimanfaatkan secara syariah 

• Harus diketahui keadaan fisiknya 
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• Harus dimiliki rahin 

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di 

Pegadaian Syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad 

rahn dan (b) akad ijarah. Meskipun, secara konsep kedua akad dimaksud, 

sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka 

rahin (rahin) tidak perlu mengadakan akad dua kali. 

a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam 

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan 

memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 

Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai 

jaminan atas uang rahin. 

b. Akad Ijarah. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat 

menyewakan tempat penyimpanan barang kepada rahinnya. Berarti rahin (rahin) 

memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan murtahin 

mengembalikan marhun kepada rahin. Dalam hal ini Pegadaian Syariah, 

mekanisme operasional melalui akad rahn rahin menyerahkan barang bergerak 

dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah 

disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah 

timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya 

perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan lagi 

bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada rahin sesuai jumlah yang 

disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian Syariah akan memperoleh 

keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa 

bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. 

2.2.4 Ketentuan Umum Menggadaikan Barang 

Dalam menggadaikan barang di Pegadaian Syariah harus memenuhi 

ketentuan- ketentuan sebagai berikut : 

1. Barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan. 

2. Tidak sah menggadaikan barang rampasan (gasab) atau barang pinjaman 
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dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. 

3. Gadai tidak sah apabila hutangnya belum pasti. 

4. Hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua pihak. 

5. Barang harus diterima pegadaian. 

6. Jika barang belum diterima, akad gadai boleh dibatalkan. 

7. Jika barang sudah diterima, akad gadai tidak boleh dibatalkan. 

8. Pembatalan dapat dilakukan dengan ucapan maupun tindakan. 

9. Barang gadaian adalah amanah di tangan penerima gadai. 

10. Jika barang gadai musnah tanpa kesengajaan maka pegadaian tidak wajib 

menggantinya. Tetapi jika ada unsur kesengajaan dari pegadaian maka 

pegadaian wajib menggantinya. 

2.3 Ijarah 

2.3.1 Pengertian Ijarah 

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah, Al-Ijarah berasal dari kata al 

Ajru yang berarti al’Iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan 

sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ijarah), tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Nurhayati,2014:232). 

Menurut PSAK 107 Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) 

atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah) tanpa 

diikkuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud 

adalah sewa operasi (operating lease). Sewa operasi adalah sewa yang  tidak  

mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan 

kepemilikan aset. Sedangkan dalam konteks KUHPerdata Al-Ijarah disebut 

sebagai penyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 

mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu 

barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang 

besarnya sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian esensial dari sewa 
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menyewa sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata adalah 

kenikmatan/manfaat, uang sewa dan jangka waktu. 

Secara bahasa ijarah berarti upah atau sewa, yang sesungguhnya 

menjualbelikan manfaat suatu harta benda. Ijarah berasal dari lafad الارج yang 

berarti الضاوع yang berarti ganti/ongkos. Sedangkan menurut Rahmat Syafi‟I 

dalam    fiqih    Muamalah    ijarah    adalah    عيعةبفمنال     (menjual    manfaat). 

(Ghufron,2002:181) 

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio ijarah (2001:117) adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu 

sendiri. Menurut Fatwa DSN ijarah adalah akad pemindahan hak guna(manfaat) 

atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, 

tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad ijarah adalah sebuah 

akad pemindahan hak guna atas manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya 

pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan aset tersebut. 

2.3.2 Rukun dan Syarat-Syarat Perjanjian Ijarah 

Semua hal yang berkaitan dengan muamalat harus memiliki rukun dan syarat- 

syarat tertentu. Rukun- rukun ijarah yang harus dipenuhi ada 3 macam, yaitu: 

a. Pelaku akad, yaitu musta’jir (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan 

mu’jir/majir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset. 

b. Objek akad Ijarah berupa: manfaat aset/ma’jur dan pembayaran sewa; atau 

manfaat jasa dan pembayaranupah. 

c. Ijab kabul/serah terima. (Nurhayati,2014:236) 

 Syarat ijarah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum 

Islam, adalah sebagai berikut: 
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1. Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan  harus 

tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. 

2. Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab 

pemeliharaannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada 

penyewa. 

3. Akad ijarah dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti  

memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode 

kontrak, akad ijarah masih tetap berlaku. 

4. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan 

sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila asset akan dijual harganya  

akan ditentukan pada saat kontrak berakhir. 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSNMUI/ IV 2000 pada 

tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayan Ijarah ditetapkan: 

1. Rukun dan Syarat Ijarah: 

a. Pernyataan ijab dan qabul. 

b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak) : terdiri atas pemberi sewa (lessor, 

pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (Lessee, pihak yang 

mengambil manfaat dari penggunaan aset,rahin). 

c. Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset. 

d. Manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang 

harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan 

bukan aset itu sendiri. 

e. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 

berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan 

cara penawaran dari pemilik aset (Lembaga Keuangan Syariah) dan 

penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (rahin). 

2. Ketentuan Syariah: 

a. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh 

b. Objek Akad Ijarah 
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1) Harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, misalnya sewa 

komputer, maka komputer harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan 

tidak rusak. 

2) Harus bersifat dibolehkan secara syariah (tidak diharamkan); maka ijarah 

atas objek sewa yang melanggar perintah Allah tidak sah. Misalnya mengupah 

seseorang untuk membunuh, menyewakan rumah untuk tempat main judi dan 

lainsebagainya. 

3) Dapat dialihkan secara syariah, contoh manfaat yang  tidak  dapat 

dialihkan secara syariah sehingga tidak sah akadnya: 

• Kewajiban  shalat,  puasa  tidak   dapat   dialihkan   karena   ia   merupakan 

kewajiban setiapindividu 

• Memperkerjakan  seseorang   untuk   membaca   Al-Quran   dan  pahalanya 

(manfaatnya) ditujukan untuk orang tertentu, karena  pahala/nilai kebaikan 

akan kembali pada yang membacanya, sehingga tidak ada manfaat yang 

dapat dialihkan. 

• Barang yang dapat habis dikonsumsi tidak dapat dijadikan objek ijarah 

karena mengambil manfaat darinya sama saja dengan 

memilikinya/menguasainya. Misalnya makanan /minuman/buah- buahan 

atau uang (kas), jika mengambil manfaat darinya berartimenggunakannya. 

4) Harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 

ketidaktahuan yang dapa menimbulkan sengketa, misalnya kondisi fisik mobil 

yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat 

dilakukan identifikasifisik. 

5) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas, misalnya 2 

tahun. 

c. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. 

d. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan. 

e. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. 
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f. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan 

jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa 

g. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. 

Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. 

h. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar rahin kepada lembaga 

keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan 

harga dalam Rahn dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah. 

i. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama 

dengan obyek kontrak. 

j. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam 

ukuran waktu, tempat dan jarak. Tidak semua benda boleh diakadkan ijarah, 

kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini: 

• Manfaat dari objek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dilakukan 

misalnya, dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi transparan 

tentang kualitas manfaat barang. 

• Objek  Ijarah  dapat  diserahterimakan  dan  dimanfaatkan  secara  

langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya.tidak 

dibenarkan transaksi ijarah atasharta benda yang masih  dalam  penguasaan 

pihak ketiga, 

• Objek ijarah dan pemanfaatanya haruslah tidak bertentangan dengan 

hokum syara’. 

• Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. 

Misalnya menyewakan rumah untuk ditempati. Tidak dibenarkan sewa-

menyewa manfaat suatu benda yang bersifat tidak langsung. Seperti sewa-

menyewa pohon untuk diambil buahnya.buah adalah materi bukan manfaat. 

• Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat 

isti’maly, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulangkali tanpa 

mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti rumah, 
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mobil, tanah. Sedangkan harta benda yang bersifat istikhlahi, harta benda yang 

rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian, tidak sah ijarah atasnya 

seperti buku tulis. 

Menurut Saleh Al-Fauzan dalam buku yang berjudul fiqih sehari-hari 

menyebutkan bahwa syarat sah ijarah adalah sebagai berikut: 

a. Ijarah berlangsung atas manfaat. 

b. Manfaat tersebut dibolehkan. 

c. Manfaat tersebut diketahui. 

d. Jika ijarah atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti 

ciri-cirinya. 

e. Diketahui masa penyewaan. 

f. Diketahuinya ganti atau bayarannya. 

g. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa. 

2.4 Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK107) 

PSAK 107 diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta 

yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad 

ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang 

menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini 

menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004 tentang 

pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad 

ijarah atau kafalah 

2. Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, 

maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. 

3. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa 

(ijarah) atau fee. 

4. Besar ijarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk 

nominal bukan dalam bentuk persentase(%). 
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2.4.1 Definisi 

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini 

antara lain sebagai berikut: 

a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam 

waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah) tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. 

b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa’ad perpindahan 

kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu. 

c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset 

antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam 

suatu transaksi dengan wajar (arms lengthtransaction). 

d. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak 

berwujud. 

2.4.2 Karakteristik 

Beberapa karakteristik mengenai transaksi Ijarah yang dijelaskan dalam 

PSAK inidiantaranya: 

1) Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan 

manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa’d untuk 

memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu’jir) kepada penyewa (musta’jir) pada 

saat tertentu. 

2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada 

penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran 

sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek ijarah telah 

diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara: 

a. Hibah 

b. Penjualan sebelum akhir masa akad 

c. Penjualan pada akhir masa akad 
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d. Penjualan secara bertahap. 

3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah 

untuk menghindari risiko kerugian. 

4) Spesifikasi objek ijarah, misalnya jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah 

harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. 

2.4.3 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah 

Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau 

penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu 

akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta 

pengungkapan dan penyajiannya adalah: 

1. Pengakuan dan Pengukuran 

a. Biaya Perolehan 

 Objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya 

perolehan. Biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu ke 

PSAK 16 : aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tak 

berwujud. Biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika :  

1. Biaya perolehan dapat diukur secara andal 

2. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa dapan 

dari asset tersebut.  

 Sedangkan aset tidak berwujud harus diakui dan hanya jika: 

1. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa 

depan dari aset tersebut; dan 

2. Biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. 

b. Penyusutan dan Amortisasi 

 Objek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat 

disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau 

amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). 

Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola 

konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomis di masa depan dari objek 
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ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil 

dapat dipakai selama 10 tahun di-ijarahk-kan dengan akad ijarah muntahiyah 

bittamlik selama 5 tahun. Dengan demikian, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. 

Pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan 

PSAK 16 : aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: aset tak 

berwujud. Metode penyusutan aset tetap ada tiga yaitu metode garis lurus, 

metode saldo menurun ganda dan metode unit produksi taksiran. 

c. Pendapatan dan Beban 

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah 

diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang 

dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.  Pengakuan biaya perbaikan 

objek ijarah adalah sebagai berikut: 

1) Biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saatterjadinya;dan 

2) Jika penyewa melakukan perbbaikan rutin objek ijarah dengan 

persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepa pemilik dan 

diakui sebagai beban pada saat terjadinya. 

Dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya 

perbaikan objek ijara yang dimaksud dalam angka 1 dan 2 ditanggung pemilik 

maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing- masing atas 

objek  ijarah.  Biaya  perbaikan  objek   ijarah   merupakan tanggungan pemilik. 

Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan 

oleh penyewa atas persetujuan pemilik. 

d. Perpindahan Kepemilikan 

Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada 

penyewa dalam ijarah muntahiya bittamlik dengan cara: 

1) Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban; 

2) Penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisi antara harga jual 

dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. 
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3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisi antara harga jual dan 

jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; 

4) Penjualan secara bertahap,maka 

• Selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang 

telah diakui sebagai keuntungan atau kerugian; 

• Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak 

lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan asset tersebut. 

2. Penyajian 

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang 

terkait, misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya 

3. Pengungkapan 

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah 

dan ijarah muntahiya bittamlik, tetapi tidak terbatas pada 

a. Penjelasan umum isi akad  yang  signifikan  yang  meliputi  tetapi  tidak 

terbatas pada: 

1) Keberadaan wa’ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang 

digunakan (jika ada wa’ad pengalihan kepemlikan) 

2) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut; 

3) Agunan yang digunakan (jika ada) 

b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset 

ijarah; dan 

c. Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada). 

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107,   penyajian dan 

pengungkapan meliputi: 
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1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-

beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan 

sebagainya. 

2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi 

ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. 

2.5 PenelitianTerdahulu 

NO. Nama, Tahun, Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Handayani,Sri. Deskriptif 

Kualitatif 

Hasil penelitian ini adalah 

 2012. Pengakuan  1) sebagian besar hanya 

 dan Pengukuran  barang perhiasan emas 

 Pendapatan  saja sehingga tidak ada 

 Akuntansi ijarah  biaya pemeliharaan tetapi 

 menurut PSAK  hanya biaya penyimpanan 

 NO. 107 di  dengan menggunakan 

 Pegadaian  akad ijarah 2) perlakuan 

 Pamekasan  akuntansi menurut PSAK 

   107 dalam hal biaya 

   perolehan, pendapatan 

   sewa, penyajian dan 

   pengungkapan sudah 

   memenuhinya,sedangkan 

   biaya penyusutan,biaya 

   Perbaikan dan 

   Perpindahan kepemilikan 

   objek ijarah dalam ijarah 
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   mntabiyah bi al tamlik 

   masih belum ada. 3) adanya 

pengaruh pengakuan dan 

pengukuran pendapatan 

terhadap laba perusahaan. 

2. Rahman, Lina Aulia 

dan Suprayogi, 

Noven. Analisis 

Kesesuaian 

Akuntansi Transaksi 

Gadai Emas Syariah 

dengan PSAK dan 

Fatwa DSN MUI  

Deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian ini yaitu 

1)aspek pengakuan dan 

pengukuran sesuai dengan 

PSAK 107, PSAK 59 dan 

PAPSI tahun 2013, 2) aspek 

pengungkapan dan penyajian 

kurang sesuai dengan PSAK 

100 dan PSAK 101 3) dalam 

perhitungan biaya ijarah 

telah sesuai dengan Fatwa 

DSN No.25/III/2002 

3. Mariyanti, Oktavian Deskriptif 

Kualitatif 

Hasilnya menunjukan 

 dan Anisah, Nur.  bahwa perlakuan 

 Perlakuan Akuntnsi  Akuntansi pembiayaan 

 Ijarah Dalam   multijasa pada PT. BPRS 

 Pembiayaan  Lantabur Tebuireng telah 

 Multijasa  sesuai dengan PSAK 107 

 Berdasarkan PSAK  tentang akuntansi ijarah 

 107 Pada PT BPRS   

 Lantabur Tebuireng   

 Jombang   
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2.6 Kerangka Konseptual 

 

Pegadaian Syariah Cabang Jember  

Transaksi pelaksanaan 

rahn di Pegadaian 

Syariah 

Perlakuan akuntansi rahn 

di Pegadaian Syariah 

Cabang Jember 

Perlakuan akuntansi PSAK 

107 pada rahn atas biaya 

ijarah di Pegadaian Syariah 

Cabang  Jember 

Pengakuan dan 

Pengukuran 

Penyajian Pengungkapan 

Sesuai PSAK 107 Tidak Sesuai PSAK 

107 

Berdampak pada laba 

Pegadaian Syariah 

Cabang Jember  
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Menurut penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena 

alamiah maupunn fenomena buatan manusia. Menurut Suryabrata (2010), 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat 

pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian atau 

akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau 

menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau 

mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk 

menemukan hal-hal tersebut dapat juga mencakup metode-metode deskriptif. 

Adapula tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti menganalisis 

perlakuan akuntansi terkait pembiayaan ijarah yang diterapkan di Pegadaian 

Syariah Cabang Jember. Kemudian dari hasil tersebut nantinya akan dibandingkan 

dengan ketentuan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 107. 

3.2. Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian Pegadaian Syariah 

Cabang Jember di Jl A. Yani yang memberikan secara khusus pelayanan kepada 

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan 

sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Menurut Amirin dalam 

Ramadhani (2012) data adalah segala keterangan (informasi) mengenai seluruh 

hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Terdapat dua jenis data yang 
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digunakan yaitu: 

1. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan 

angka-angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan 

informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. 

2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka- 

angka secara langsung. 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil 

wawancara dengan informan. 

 Adapula sumber data yang digunakan yaitu: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi.  

b. Data sekunder adalah data yang tidak diusahakan sendiri pengumpulannya 

oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-

dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan Pegadaian Syariah. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

 Menurut Fatchan (2013;64) wawancara mendalam ialah wawancara yang 

dilakukan terhadap informan (subjek penelitian) dengan menggunakan pedoman 

wawancara yang akurat dan mendalam (yang sejalan dengan tujuan penelitian 

dan temuan hasil analisis wawancara terfokus). Nantinya yang akan 

diwawancarai adalah Kepala Kantor Cabang Pegadaian Syariah, Bagian 

Akuntansi dan Kasir.  

2. Observasi (pengamatan) 

 Teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara 

mengamati langsung objek datanya. Observasi dilakukan dengan cara mengamati 
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pencatatan transaksi rahn dan ijarah yang terjadi di Pegadaian Syariah.  

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai 

sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan (Sanusi, 2011:114). Data yang 

dibutuhkan adalah gambaran umum Pegadaian Syariah, struktur organisasi, 

laporan keuangan, dan bukti-bukti lain yang terkait dengan produk rahn 

3.5. Uji Keabsahan Data  

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Moleong (2017) 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Sedangkan menurut Wiliam Wiersma dalam Sugiyono (2007) 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, sehingga triangulasi 

dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data dan waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan mencek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang 

berbeda. Teknik triangulasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara 

membandingkan jawaban dari ketiga informan yang diwawancarai. Sehingga 

dapat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.  

Gambar 2. Triangulasi Sumber 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

Kepala Cabang 

Pegadaian Syariah 

Jember 

Bagian Kasir Bagian Penaksir 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakkan metode analisis data kualitatif-

deskriptif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh 

dari studi kepustakaan dan studi lapangan tentang pembiayaan rahn dan 

ijarah. 

2. Menyajikan data secara deskriptif kemudian dianalisis dan disesuaikan 

antara konsep dan pelaksanaan pembiayaan rahn dan ijarah pada Pegadaian 

Syariah Cabang Jember dengan PSAK 107 

3. Penarikan kesimpulan secara deskriptif verifikasi. Mendeskripsikan hasil 

yang diperoleh yang merupakkan hasil akhir penelitian secara keseluruhan. 
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Produk Pembiayaan Rahn merupakan produk yang paling banyak diminati oleh 

rahin di Pegadaian Syariah Cabang Jember. Hal ini dikarenakan produk Rahn 

merupakan produk pembiayaan dengan proses yang sangat mudah, hanya dengan 

membawa KTP dan marhun bih masyarakat sudah bisa mendapatkan pembiayaan. 

Pada produk pembiayaan Rahn akad yang digunakan adalah akad rahn, akad 

ijarah dan akad qardh. Dalam operasionalnya Rahn mengacu pada Fatwa Dewan 

Syariah Nasional MUI.  

2. Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember telah sesuai dengan PSAK 107 mulai 

dari definisi, karakteristik, pengakuan dan pengukuran hingga penyajian dan 

pengungkapan. Namun pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada 

Ijarah Muntahiya Bittamlik. Selain itu di Pegadaian Syariah juga tidak 

menghitung penyusutan atas barang elektronik yang diijarahkan, hanya saja 

memberikan persyaratan untuk membayar angsuran sebanyak 4x dengan setiap 

angsuran 25% dari marhun bih. Marhun bih yang telah jatuh tempo tetapi tidak 

dilunasi ataupun tidak diperpanjang oleh rahin maka sesuai dengan akad barang 

tersebut akan di lelang oleh pihak Pegadaian Syariah. Marhun dilelang sebesar 

marhun bih rahin tersebut ditambah dengan ijarahnya.  

 

5.2  Keterbatasan 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sulitnya untuk mendapatkan akses 

sistem pencatatan akuntasi dengan computer di Pegadaian Syariah Cabang 

Jember. 

2.  Penelitian ini dilakukan pada kantor Cabang sehingga data mengenai laporan 

keuangannya masih kurang tergali. 

3. Flowchart untuk sistem pengajuan dan pelunasan rahn tidak tersedia di 

Pegadaian Syariah Cabang Jember 
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5.3 Saran 

Saran yang dari penelitian ini adalah : 

1. Diharapkan bisa lebih dalam lagi dalam menggali informasi mengenai sistem 

pencatatan komputernya. 

2. Lebih baik dilakukan penelitian pada kantor wilayah, agar informasi yang 

didapatkan bisa lebih lengkap lagi.  

3. Diharapkan Pegadaian Syariah membuat flowchart agar alur dalam pengajuan 

dan pelunasan rahn bisa jelas. 
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LAMPIRAN 1. Data Hasil Wawancara 

 

Nama informan  : Bapak Rasidin  

Jabatan     : Kepala Cabang Pegadaian Syariah Jember  

Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang Jember 

1. Apa saja produk gadai pada pegadaian syariah Jember? 

Jawaban : 

Dalam Pegadaian Syariah Cabang Jember ini terdapat delapan produk 

yang ditawarkan. Delapan produk tersebut adalah arrum haji, multi 

pembayaran online, konsinyasi emas, tabungan emas, mulia,arrum 

BPKB, amanah dan Rahn. Produk-produk tersebut berkembang 

mengikuti jaman untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan 

untuk memudahkan masyarakat. Dari sekian produk tersebut yang paling 

banyak diminati adalah produk rahn karena produk ini dibutuhkan 

masyarakat ketika tidak punya uang. Jadi bisa nggadaikan barang yang 

bisa digadaikan.  

2. Pedoman apa yang digunakan oleh pegadaian syariah Cabang Jember? 

Jawaban : 

Pedoman dari Pegadaian Syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. 

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang digunakan 

oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam pembiayaan rahn?  

Jawaban : 

Pembiayaan Rahn menggunakan PSAK 107 yang mengacu pada Fatwa 

Dewan Syariah Nasional mengenai Rahn. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

71 

 

 

4. Barang apa sajakah yang dapat digadaikan? 

Jawaban: 

Rahin diwajibkan untuk menyerahkan barang yang akan digadaikan di 

Pegadaian Syariah Cabang Jember. Barang yang dapat digadaikan ada 2 

yaitu emas dan barang elektronik. 

5. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan rahn di pegadaian 

syariah cabang jember? 

Akad yang digunakan ada tiga yaitu akad qardh, akad ijarah dan akad 

rahn. Akad Rahn ini kami gunakan untuk menahan barang jaminan dari 

nasabah agar menghindari risiko kerugian apabila nasabah tidak dapat 

melunasi marhun bih. Akad ijarah ini merupakan akad atas pemindahan 

hak marhun bih namun tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan 

barang, sehingga mucul biaya untuk jasa simpan dari marhun tersebut. 

Sedangkan akad qardh merupakan akad yang digunakan agar nasabah 

melunasi marhun bih sesuai dengan perjanjian pada tanggal yang telah 

ditentukan antara nasabah dengan Pegadaian Syariah.  

6. Bagaimana proses gadai di Pegadaian Syariah ? 

Jawaban : 

Proses gadai ini cukup cepat, hanya membutuhkan waktu kurang lebih 10 

menit sudah selesai. Jadi pertama rahin datang ke Pegadaian Syariah 

dengan membawa KTP dan barang gadainya. Kemudian marhun 

tersebutakan ditaksir oleh penaksir. Rahin hanya dapat menerima 

pinjaman maksimal sebesar 95%. Kemudian rahin akan dijelaskan 

mengenai akad yang ada di SBR beserta dengan biaya-biaya yang harus 

dibayarkan. Setelah disetujui rahin menandatangani SBR tersebut. 

Kemudian kasir memberikan uang pembiayaan kepada rahin dan rahin 

membayar biaya adminstrasi sesuai dengan golongan marhunnya.  

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

72 

 

 

7. Bagaimana sistem pencatatan di Pegadaian Syariah ? 

Jawaban : 

Kalau untuk pencatatannya ini kita semuanya sudah by sistem. Jadi nanti 

pegawai akan memasukkan data apabila ada pembiayaan rahn ataupun 

yang lain. Sistemnya bernama sistem PASSION.  

8. Bagaimana alur Pencatatan transaksi Rahn ? 

Jawaban : 

Untuk pencatatannya ini kan menggunakan by system. Nasabah datang 

dengan membawa marhun dan kartu identitas. Kemudian nasabah 

diwajibkan untuk mengisi form pengajuan kredit (FPK). Data yang sudah 

diisi oleh nasabah itu yang digunakan sebagai dasar untuk memasukkan 

data nasabah ke sistem PASSION. Apabila sudah dilakukan penginputan 

juga mengenai data marhun dan juga taksiran dari marhun. Selain itu 

dimasukkan juga jumlah marhun bih. Setalah datanya lengkap nanti akan 

keluar Surat Bukti Rahn (SBR) dua rangkap. Satu rangkapnya diserahkan 

ke kasir kemudian di proses. Kemudian kasir akan mencetak struknya. Ya 

sudah struk sama uangnya diberikan ke nasabah.  

9. Biaya apa sajakah yang ditetapkan ketika terjadi pembiayaan rahn ? 

Jawaban : 

Nasabah yang melakukan gadai syariah dibebankan biaya administrasi 

dan ijarah yang sudah ditentukan sesuai dengan golongan dari marhun 

tersebut.  

10. Bagaimana penentuan biaya yang digunakan dalam pembiayaan rahn ? 

Jawaban :  

Dalam penentuan biaya-biaya tersebut di sesuaikan dengan taksiran dari 

barang yang diijarahkan. 
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11. Kapan pembiayaan rahn akan diakui ? 

Jawaban 

Pembiayaan rahn akan diakui setelah nasabah menyetujui sesuai apa 

yang ada di SBR dan memberikan tanda tangan pada SBR tersebut dan 

pihak Pegadaian Syariah menyerahkan pembiayaan kepada rahin 

sehingga pihak Pegadaian akan mengakui adanya pembiayaan rahn 

dengan melakukan penginputan di sistemnya.  

12. Bagaimana pencatatan ketika akad pembiayaan rahn? 

Jawaban : 

Ketika dilakukan pembiayaan rahn maka pencatatan akuntansinya adalah  

Marhun Bih/Pinjaman yang diberikan   Rp xx 

Biaya Administrasi     Rp xx 

  Kas       Rp xx 

13. Kapan pengakuan atas pembayaran angsuran oleh nasabah ? 

Pegadaian Syariah akan mengakui apabila rahin membayarkan 

angsurannya. Nanti kasir akan menginput nominalnya sebesar dengan 

berapa yang dibayarkan oleh nasabah.  

14. Bagaimana pengakuan ketika pembayaran angsuran? 

Ketika membayar angsuran rahin diwajibkan untuk membayar marhun 

bih, biaya admin dan ijarahnya. Jurnalnya yaitu,  

Kas     Rp xx 

Pendapatan Ijarah   Rp xx 

Biaya Administrasi    Rp xx 

  Marhun Bih/ Pembiayaan yang diberikan Rp xx  
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15. Kapan pendapatan ijarah diakui oleh Pegadaian Syariah ? 

Jawaban : 

Ijarah akan diakui ketika nasabah membayar angsuran dengan ijarahnya 

dan biaya administrasinya atau saat pelunasan hutang. Biasanya ada juga 

rahin yang tidak mencicil namun langsung melunasi hutangnya.   

16. Bagaimana pengakuan ketika penerimaan pendapatan ijarah?  

Kas    Rp xx 

  Pendapatan ijarah  Rp xx 

17. Bagaimana pengakuan ketika pelunasan pembayaran? 

Jawaban : 

Jadi kalau pelunasan rahin tidak dikenakan biaya admin lagi. Cukup 

membayar ijarah dan hutang pokoknya saja.  

Kas       Rp xx 

Pendapatan ujrah     Rp xx 

  Marhun Bih/Pembiayaan yang diberikan  Rp xx 

18. Bagaimana alur sistemnya dalam pelunasan hingga pengambilan marhun ? 

Kalau alurnya ya nasabah bawa kartu identitasnya, sbr sama uang yang 

akan dibayarkan. Terus diserahkan ke bagian kasir. Nanti kasir yang 

ngeproses. Kemudian nanti struk yang dicetak kasir itu diserahkan ke 

bagian penyimpanan agunan. Mereka yang ngambilkan barangnya 

disesuaikan sama struknya. Kemudian barangnya diserahkan ke nasabah. 

19. Bagaimana penentuan tarif ijarah?  

Jawaban : 

Tarif ijarah ditentukan menggunakan rumus : taksiran x % golongan 

marhun bih.  
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20. Apakah nasabah dikenakan denda apabila tidak melunasi hutang ketika 

sudah jatuh tempo?  

Jawaban : 

Nasabah tidak dikenakan denda, namun apabila nasabah tidak melunasi 

atau memperpanjang hutangnya ketika jatuh tempo maka barang yang 

digadaikan tersebut akan kami lelang. Biasanya seminggu sebelum jatuh 

tempo pegawai kami akan mengingatkan nasabah untuk segera melunasi 

atau memperpanjang marhun bihnya. Kalau tetap bisa membayarkan ya 

kami lelang minimal sebesar marhun bih ditambah dengan ijarahnya. 

Nanti kalau ada kelebihan maka kami akan hubungi nasabah untuk 

mengambil kelebihan uang tersebut.  

21. Apakah ada potongan tarif biaya ijarah dan biaya administrasi ketika 

pelunasan pembiayaan rahn ? 

Jawaban : 

Untuk potongan tarif ijarah kami berikan kepada nasabah yang dapat 

melunasi marhun bih sebelum tanggal jatuh tempo periodenya. Namun 

untuk biaya admin ini tidak ada potongan. Jadi biaya admin ini nilainya 

tetap.  

22. Jika ada potongan tarif ijarah bagaimana penentuannya ? 

Jawaban : 

Potongan ijarah ditentukan berdasarkan golongan marhun dan 

disesuaikan juga dengan jumlah persenan dari pinjamannya. Kalau 

pinjamannya tidak full ya nanti akan ada diskonnya.  

23. Bagaimana pencatatan akuntansi dengan adanya potongan tersebut ? 

Jawaban : 

Kas   Rp xx 

  Pendapatan ijarah  Rp xx 

  Potongan ijarah  Rp xx 
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24. Bagaimana dampak pengakuan dari pendapatan ijarah dengan laba yang 

didapat oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember ? 

Untuk pengaruhnya tent 

25. Apa saja laporan keuangan yang dibuat di Pegadaian Syariah Cabang 

Jember? 

Jawaban :  

Untuk kantor cabang tidak membuat laporan keuangan, yang membuat 

hanya pusat. Pegadaian Syariah Cabang Jember hanya membuat laporan 

pengeluaran kas kecil yang berisi mengenai pengeluaran dan pemasukan 

operasional Pegadaian Syariah Cabang Jember seperti pembayaran 

listrik, air dan telepon, serta penerimaan marhun bih serta pengeluaran 

marhun bih.  

 

 Pertanyaan mengenai Kesesuaian dengan PSAK 107 

1. Apa definisi aset ijarah ?  

 Jawaban : 

Aset ijarah ini ya aset yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah. Dalam 

pegadaian Syariah yang ada hanya aset berwujud karena kami hanya 

menerima gadai berupa barang saja. 

2. Apa definisi ijarah ? 

 Jawaban : 

Sama seperti yang disebut di PSAK 107, ijarah adalah akad pemindahan 

hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan 

pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan 

aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi (operating 

lease) 
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3. Apa definisi ijarah Muntahiyah Bittamlik ? 

 Jawaban  

Pada Pegadaian Syariah tidak ada ijarah Muntahiyah Bittamlik hanya 

ada ijarah biasa saja.  

4. Apa definisi nilai wajar ? 

 Jawaban : 

 Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada nilai wajar, karena 

marhun  tersebut tidak dijual oleh Pegadaian Syariah. Marhun yang tidak 

dapat dilunasi oleh rahin maka akan dilelang sebesar nilai gadai ditambah 

dengan biaya sewa yang dikenakan oleh pihak Pegadaian Syariah..  

5. Apa definisi dari objek ijarah?  

 Jawaban : 

 Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember marhun yang di gadaikan tidak 

akan dipergunakan manfaatnya oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember. 

Marhun tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian Syariah. 

6. Apa definsi dari sewa operasi ? 

 Jawaban : 

 Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial 

seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikikan aset. 

7. Apa definisi dari umur manfaat ? 

Jawaban : 

Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan 

digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan 

diperoleh dari aset.  

8. Apa definisi dari wa’d ? 

 Jawaban : 

 Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada wa’d  
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9. Bagaimana karakteristik ijarah ? 

 Jawaban : 

 Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko 

dan manfaat yang terkait kepemilikan aset 

10. Bagaimana cara perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan 

dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik ? 

 Jawaban : 

 Disini tidak ada ijarah muntahiyah bittamilik 

11. Apakah pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan 

atas ijarah untuk menghindari resiko ? 

 Jawaban : 

 Kami berhak untuk menerima jaminan dari nasabah. Hal ini kami 

lakukan untuk menghindari kerugian atas nasabah yang tidak bisa 

melunasi marhun bih nya. Dari barang jaminan tersebut apabila tidak 

dilunasi oleh nasabah maka kami berhak melelang apabila telah jatuh 

tempo lebih seminggu. Harga lelang nantinya akan dibayarkan terlebih 

dahulu untuk marhun bih dan ijarahnya. Kami melakukan lelang dengan 

cara menaruh marhun tersebut di display kita.  Kelebihan uang lelang 

akan kami berikan kepada nasabah. Namun untuk kekurangannya akan 

kami bebankan kepada nasabah.  

12. Bagaimana spesifikasi objek ijarah ? 

Jawaban 

Spesifikasi dari objek ijarah ini diungkapkan dalam SBR (Surat Bukti 

Rahn). Dalam surat ini dijelaskan mengenai jenis marhun, karat dari 

marhun, ukurannya, golongan marhun, tarif ijarah marhun, dan harga 

taksir dari marhun tersebut. 
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13. Kapan objek ijarah diakui oleh Pegadaian Syariah ? 

Jawaban : 

Objek ijarah ini akan diakui ketika mahrun sudah diterima oleh kami dan 

ketika sudah dilakukan persetujuan akad dengan pihak rahin.   

 PENYAJIAN  

1. Bagaimana penyajian pendapatan ijarah ? 

 Jawaban : 

 Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak membuat laporan keungan. 

Namun semua transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah Cabang 

Jember akan dikirim ke Kantor wilayah Surabaya. kantor wilayah akan 

mengirimkan semua data di wilayahnya kepada kantor Pegadaian Pusat. 

Pada kantor Pegadaian Pusat inilah yang membuat laporan keuangan 

konsolidasian 

PENGUNGKAPAN  

1. Bagaimana pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait 

transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik ? 

 Jawaban : 

 Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak membuat laporan keuangan. 

Namun pada laporan keuangan konsolidasian Pegadaian telah 

diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

        Tanda Tangan  
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LAMPIRAN 

Nama informan  : Bapak Aris  

Jabatan     : Bagian Penaksir dan Pengelola  

Hasil Wawancara  

1. Apa saja produk gadai pada pegadaian syariah Jember? 

Jawaban : 

Produk pembiayaan yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini 

ada empat yaitu, pembiayaan Rahn, Arrum BPKB, Arrum Haji, dan 

Amanah. Kalau rahn ini gadai syariahnya, jadi nasabah membawa 

barang gadainya nanti nasabah tersebut bisa dapet pembiayaan dari 

barang gadainya sesuai dengan harga taksiran. kalau Arrum BPKB ini 

gadai juga tapi untuk usaha mikro, jadi apabila masyarakat membutuhkan 

pembiayaan untuk usahanya bisa menggunakan produk ini. Arrum Haji 

ini untuk membantu pembiayaan dalam pendaftaran haji. Selain itu ada 

produk Amanah, produk ini digunakan untuk masyarakat atau karyawan 

yang ingin memiliki kendaraan bermotor.  

2. Pedoman apa yang digunakan oleh pegadaian syariah Cabang Jember? 

Jawaban : 

Pedomannya ini sama seperti di Pusat yaitu Fatwa Dewan Syariah. Kalau 

yang rahn pakek Fatwa DSN MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang 

Rahn dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 

tentang Rahn Emas. 

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang 

digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam pembiayaan 

rahn?  

Jawaban : 

Sesuai dengan  PSAK 107 yaitu tentang ijarah.  

4. Barang apa sajakah yang dapat digadaikan? 

Jawaban: 

Barang yang bisa digadaikan itu banyak, namun di Pegadaian Syariah 
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Cabang Jember ini hanya menerima barang berupa emas, barang 

elektronik, kendaraan bermotor juga bisa. Kalau Pegadaian yang ada di 

desa malah bisa menerima peralatan dapur, ataupun peralatan bertani. 

5. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan rahn di pegadaian 

syariah cabang jember? 

Jawaban :  

Akad yang digunakan ada tiga yaitu akad qardh, akad ijarah dan akad 

rahn. Akad Rahn ini kami gunakan untuk menahan barang jaminan dari 

nasabah agar menghindari risiko kerugian apabila nasabah tidak dapat 

melunasi marhun bih. Akad ijarah ini merupakan akad atas pemindahan 

hak marhun bih namun tidak diikuti dengan perpindahan kepemilikan 

barang, sehingga mucul biaya untuk jasa simpan dari marhun tersebut. 

Sedangkan akad qardh merupakan akad yang digunakan agar nasabah 

melunasi marhun bih sesuai dengan perjanjian pada tanggal yang telah 

ditentukan antara nasabah dengan Pegadaian Syariah.  

6. Bagaimana proses gadai di Pegadain Syariah? 

Prosesnya sebenarnya cukup bentar sekali dan sangat mudah. 

1. Nasabah datang membawa marhun 

2. Marhun akan ditaksir oleh penaksir. 

3. Penaksir menawarkan pinjamannya, dan menjelaskan mengenai 

taksiran marhun dan pinjaman maksimalnya.  

4. Penaksir membuat akad dan nasabah menandatangani SBR (Surat 

Bukti Rahn) 

5. Kasir yang bertugas akan menyerahkan marhun bih kepada rahin 

dan kasir akan menjelaskan mengenai jatuh tempo dan ijarah yang 

harus dibayarkan.  

7. Bagaimana sistem pecatatan di Pegadaian Syariah Cabang Jember ? 

Sistemnya kan sudah online semua jadi kita pakai sistem PASSION 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

82 

 

 

untuk melakukan pencatatan transaksi gadai dan transaksi yang lain. 

Pada sistem PASSION ini nanti kita yang nginput data nasabah, data 

marhun, data marhun bih. Datanya ini langsung kekirim ke kantor 

wilayah yang ada di Surabaya. 

8. Bagaimana alur sistem pencatatan transaksi rahn ? 

Alur pencatatannya ini ada dua. Pencatatan untuk pengajuan kreditnya 

sama alur pelunasan kreditnya. Kalau alur pencatatan pengajuan kredit 

ini pertama, nasabah membawa persyaratannya yaitu, membawa kartu 

identitas seperti ktp, sim, pasrport, dan membawa marhun yang akan 

digadaikan. Kemudian nasabah mengisi Form pengajuan kredit. Kartu 

identitas dan FPK tersebut diserahkan ke saya sebagai penaksir. Setelah 

saya menaksir harganya saya akan menawarkan ke nasabah berapa 

nominal yang akan dipinjam. Sebelumnya saya menjelaskan dulu harga 

taksirannya berapa, terus pinjaman maksimalnya berapa. Kalau nasabah 

sudah menyetujui jumlah pinjamannya, saya akan menginput data dari 

Kartu identitas nasabah dan FPK tadi ke sistem PASSION. Data 

mengenai marhun dan marhun bih juga diinput dalam sistem. setelah 

dilakukan penginputan nanti akan keluar Surat Bukti Rahn (SBR) 

sebanyak 2 rangkap. Satu rangkap nanti di berikan ke bagian kasir. Satu 

rangkap lagi dibuat arsip pegadaian. SBR yang diserahkan ke kasir 

nantinya akan diproses untuk mencetak struk atas pengajuan rahn 

tersebut.  Struk yang sudah tercetak itu terus dikasihkan ke nasabah 

beserta dengan KTP, SBR dan uang pembiayaannya. Barangnya si 

nasabah ini akan disimpan oleh bagian penyimpan agunan. Mereka yang 

nyimpan di brankas.  

Alur kedua yaitu pelunasan. Kalau pelunasan ini nasabah tinggal 

membawa kartu identitas SBR dan uangnya. Nanti kasir yang akan 

memproses di sistem. setelah itu akan muncul tagihan yang wajib 

dibayarkan. Nasabah menyerahkan uangnya serta kartu identitas dan 

SBR nya. Kemudian bagian penyimpan agunan akan mengambil barang 

nasabah sesuai dengan nomor yang tertera dalam marhun. 
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9. Biaya apa sajakah yang ditetapkan ketika terjadi pembiayaan rahn ? 

Jawaban : 

Biaya yang di bebankan kepada nasabah adalah biaya administrasi yang 

ditentukan sesuai dengan golongan dari barang gadai. Selain itu nasabah 

juga dibebankan biaya ijarah atas jasa simpan barang. Ijarah ini juga 

ditentukan berdasarkan golongan dari barang gadai.  

10. Bagaimana penentuan biaya yang digunakan dalam pembiayaan rahn ? 

Jawaban :  

Penentuan biaya-biaya tersebut di sesuaikan dengan golongan dari 

barang yang diijarahkan. 

11. Kapan pembiayaan rahn akan diakui ? 

 Jawaban 

Diakui apabila nasabah menanda tangani SBR dan pihak Pegadaian 

Syariah telah menyerahkan SBR dan uang pembiayaan kepada nasabah. 

12. Bagaimana pencatatan ketika akad pembiayaan rahn? 

Jawaban : 

Ketika terjadinya akad kita mencatatnya, namun apabila nasabah telah 

menerima pembiayaan maka akan dicatat dengan 

Dr. Marhun bih/Pinjaman yang diberikan  Rp xxx  

Dr. Biaya Administrasi    Rp xxx 

 Kr. Kas      Rp xxx  

13. Kapan pengakuan atas pembayaran angsuran oleh nasabah ? 

Jawaban : 

Pembayaran angsuran akan diakui ketika nasabah mengangsur marhun 

bih yang sudah dipinjamnya. 
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14. Bagaimana pengakuan ketika pembayaran angsuran? 

Jawaban : 

Dr. Kas      Rp xx 

Dr. Pendapatan Ijarah    Rp xx 

Dr. Biaya Administrasi     Rp xx 

 Kr. Marhun Bih/Pinajaman yang diberikan   Rp xx  

15. Kapan ijarah diakui oleh Pegadaian Syariah ? 

Jawaban : 

Diakui ketika rahin membayarkan ijarah tersebut. Biasanya ijarah 

ini diwajibkan untuk dibayar ketika nasabah mengangsur marhun 

bih nya atau nasabah melunasi marhun bihnya 

16. Bagaimana pengakuan ketika penerimaan ijarah?  

Dr. Kas     Rp xx 

  Kr. Pendapatan ijarah   Rp xx 

17. Bagaimana pengakuan ketika pelunasan pembayaran? 

Jawaban : 

Dr. Kas        Rp xx 

Dr.Pendapatan ijarah      Rp xx 

  Kr.Marhun Bih/Pinjaman yang diberikan  Rp xx 

18. Bagiamana alur sistemnya dalam pelunasan hingga pengambilan 

marhun ? 

Sama seperti yang saya jelaskan di alur kedua tadi. Alur kedua yaitu 

pelunasan. Kalau pelunasan ini nasabah tinggal membawa kartu 

identitas SBR dan uangnya. Nanti kasir yang akan memproses di 

sistem. setelah itu akan muncul tagihan yang wajib dibayarkan. 

Nasabah menyerahkan uangnya serta kartu identitas dan SBR nya. 
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Kemudian bagian penyimpan agunan akan mengambil barang 

nasabah sesuai dengan nomor yang tertera dalam marhun. 

19. Bagaimana penentuan tarif ijarah?  

Jawaban : 

Penentuan tarif ijarah ini disesuaikan dengan harga taksiran marhun 

dan golongan dari marhun tersebut. Rumus perhitungan dari tarif 

ijarah ini adalah  

Tarif ijarah = harga taksiran marhun x tarif golongan marhun 

Jadi seumpama harga taksirannya sebesar  

20. Bagaimana pengakuan atas denda yang diberikan oleh nasabah ?  

Jawaban : 

Nasabah tidak dikenakan denda, namun apabila nasabah tidak 

melunasi atau memperpanjang hutangnya ketika jatuh tempo maka 

barang yang digadaikan tersebut akan kami lelang. 

21. Apakah ada potongan tarif biaya ijarah dan biaya administrasi 

ketika pelunasan pembiayaan rahn ? 

Jawaban : 

Diskon tarif ijarah ini ada. Namun diskon ini biasanya tidak kami 

informasikan ke nasabah. Namun nanti akan tertera dalam bukti 

pembayaran nasabah. Kalau biaya admin tidak ada potongannya. 

22. Jika ada potongan ijarah bagaimana penentuannya ? 

Jawaban : 

Kalau potongan ini biasanya didapat dari periode angsurannya atau 

pelunasan marhun bihnya. Jadi semakin cepat dalam melunasi maka 

semakin sedikit ijarah yang dibayarkan. 
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23. Bagaimana pencatatan akuntansi atas adanya potongan tersebut ? 

Jawaban : 

Kas   Rp xx 

 Pendapatan ujrah  Rp xx 

 Potongan ujrah   Rp xx 

24. Bagaimana dampak pengakuan dari pendapatan ijarah dengan laba 

yang didapat oleh Pegadaian Syariah ? 

Kalau di Cabang kan kita ngakuinnya apabila ada pembayaran dari 

nasabah, jadi kalau nasabah tidak melakukan cicilan otomatis 

pendapatan yang kita terima kelihatannya sedikit. Jadi seumpama 

pada bulan 1 Maret nasabah meminjam uang Rp 1.000.000 dengan 

ijarahnnya semisal Rp 10.000/10 hari. Pinjaman maksimal kan 120 

hari. Harusnya dalam bulan Maret tersebut Pegadaian mendapatkan 

pendapatan sebesar Rp 40.000. Namun karena nasabah melunasi di 

akhir periode jadi keliatannya sebelumnya ini tidak mendapatkan 

pendapatan.  

25. Apa saja laporan keuangan yang dibuat di Pegadaian Syariah 

Cabang Jember? 

Jawaban :  

Pegadaian Syariah Cabang Jember hanya membuat laporan 

pengeluaran kas kecil yang berisi mengenai pengeluaran dan 

pemasukan pegadaian Syariah Cabang Jember seperti pembayaran 

listrik, air dan telepon, serta penerimaan marhun bih serta 

pengeluaran marhun bih.  

 Pertanyaan mengenai Kesesuaian dengan PSAK 107 

1. Apa definisi aset ijarah ?  

Jawaban : 

Untuk arti bakunya dari pengertian aset ijarah memang belum ada 
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tapi aset yang manfaatnya bisa disewakan yaitu aset berwujud. Aset 

tersebut bisa digunakan sebagai barang yang digadaikan. 

2. Apa definisi ijarah ? 

 Jawaban : 

 Kurang lebih sama sih seperti yang dinyatakan di PSAK 107. 

3. Apa definisi ijarah Muntahiyah Bittamlik ? 

Jawaban : 

Tidak ada ijarah Muntahiyah Bittamlik karena di Pegadaian ini tidak 

menjual atau mengalihkan kepemilikan dari marhun.  

4. Apa definisi nilai wajar ? 

Jawaban : 

Pada dasarnya pegadaian syariah tidak menjual barang gadai, namun 

pegadaian syariah melakukan lelang untuk barang-barang yang tidak 

bisa ditebus oleh nasabah. Jadi nilai wajar ini bisa diartikan sebagai 

harga perolehan ditambah dengan ijarah. 

5. Apa definisi dari objek ijarah?  

Jawaban : 

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember marhun yang di gadaikan 

tidak akan dipergunakan manfaatnya oleh Pegadaian Syariah Cabang 

Jember. Marhun tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian 

Syariah. 

6. Apa definsi dari sewa operasi ? 

Jawaban : 

Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial 

seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikikan aset. 
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7. Apa definisi dari umur manfaat ? 

Jawaban : 

Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan 

digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan 

diperoleh dari aset.  

8. Apa definisi dari wa’d ? 

Jawaban : 

Tidak ada wa’d di Pegadaian Syariah Cabang Jember. 

9. Bagaimana karakteristik ijarah ? 

Jawaban : 

Sesuai dengan PSAK 107, ijarah.  merupakan sewa-menyewa obyek 

ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait 

kepemilikan asset. 

10. Bagaimana cara perpindahan kepemilikan suatu aset yang 

diijarahkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah 

bittamlik ? 

Jawaban : 

Di Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada produk ijarah 

muntahiyah bittamlik  

11. Apakah pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan 

jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko ? 

Jawaban : 

Pegadaian diwajibkan untuk menahan barang jaminan agar 

Pegadaian tidak mengalami kerugian ketika nasabah tidak mampu 

untuk melunasi hutangnya.  
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12. Bagaimana spesifikasi objek ijarah ? 

Jawaban 

Kalo spesifikasi objek ijarah ini sudah dijelaskan lengkap di SBR.   

13. Kapan objek ijarah diakui oleh Pegadaian Syariah ? 

  Jawaban : 

 Di Pegadaian Syariah ini objek ijarah akan kami akui ketika sudah 

dilakukan persetujuan akad dan penyerahan barang kepada pihak 

Pegadaian Syariah.  

PENYAJIAN  

1. Bagaimana penyajian pendapatan ijarah ? 

Jawaban : 

Penyajian pendapatannya ya sesuai dengan nilai yang diterima di 

Pegadaian. 

PENGUNGKAPAN  

2. Bagaimana pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait 

transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik ? 

Jawaban : 

 Kalo di Pegadaian Jember ini tidak membuat laporan keuangan, 

kami hanya membuat buku kas kecil saja. 

 

    Tanda Tangan  
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LAMPIRAN 

 

Nama informan  : Bapak Reza 

Jabatan     : Bagian Kasir 

Hasil Wawancara  

1. Apa saja produk gadai pada pegadaian syariah Jember? 

Jawaban : 

Untuk produk yang kami sediakan itu ada banyak. Di pegadaian 

Syariah cabang Jember ini ada produk pembiayaan rahn, arrum 

BPKB, arrum Haji, dan Amanah. Produk pembiayaan yang paling 

banyak peminatnya adalah produk rahn.  

2. Pedoman apa yang digunakan oleh pegadaian syariah Cabang Jember? 

Jawaban : 

Kalo pedomannya kita menyesuaikan ketentuan dari pusat yaitu 

dengan mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional.  

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) apakah yang 

digunakan oleh Pegadaian Syariah sebagai pedoman dalam 

pembiayaan rahn?  

Jawaban : 

Pembiayaan rahn menggunakan PSAK 107. 

4. Barang apa sajakah yang dapat digadaikan? 

Jawaban: 

Kami menerima marhun berupa emas ataupun barang elektronik untuk 

produk pembiayaan rahn. Kalo di desa biasanya menerima lebih 

berbagai macam barang gadainya.  

 

 

5. Bagaimana proses gadai di Pegadaian Syariah ? 
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Jawaban : 

Nasabah tinggal membawa kartu identitas dan marhun, kemudian 

marhun ditaksir untuk diketahui nilainya berapa. Setelah itu penaksir 

akan menjelaskan pinjaman pokok maksimalnya. Apabila sudah 

menyetujui maka SBR akan ditanda tangani. Kemudian kasir akan 

menyerahkan pembiayaan uangnya.  

6. Akad apa saja yang digunakan dalam pembiayaan rahn di pegadaian 

syariah cabang jember? 

Akad yang digunakan ada tiga, akad qardh, akad ijarah dan akad 

rahn.  

7. Bagaimana sistem pencatatan di Pegadaian Syariah ? 

Ditempat kita ini sekarang sistemnya sudah terpusat. Jadi semuanya 

sudah serba online. Transaksi yang terjadi di Pegadaian Syariah ini 

kami input ke sistem. Sistem ini Namanya PASSION, jadi data yang 

kami input langsung masuk ke kantor wilayah Surabaya.  

8. Bagaimana alur sistem pencatatan transaksi Rahn ? 

Alur yang pertama yaitu nasabah dateng ke outlet bawa kartu identitas 

sama barang gadainya. Kemudian ngisi form pengajuan kredit. 

Marhunnya tadi diserahkan ke penaksir. FPK yang sudah diisi tadi 

diserahkan ke penaksir beserta kartu identitasnya. Setelah penaksir 

mengetahui harga taksiran, akan ditawarkan ke nasabah ingin 

mengambil pinjaman berapa. Setelah dilakukan persetujuan jumlah 

pinjaman. Penaksir akan menginput data ke sistem. Data tersebut akan 

tercetak dalam SBR. SBR nya ada dua, satunya buat nasabah satunya 

buat arsip. SBR yang akan diberikan ke nasabah diserahkan ke kasir 

dulu. Kasir akan mengiput nomer SBR nya. Kemudian kasir mencetak 

struk dan memberikan uang pembiayaan ke nasabah. SBR yang dibuat 

arsip setengahnya di potong dimasukan ke dalam kantong beserta 

dengan FPK dan marhunnya. 
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9. Biaya apa sajakah yang ditetapkan ketika terjadi pembiayaan rahn ? 

Jawaban : 

Rahin dalam pembiayaan rahn diwajibkan untuk membayar biaya 

administrasi dan ijarah. 

10. Bagaimana penentuan biaya yang digunakan dalam pembiayaan rahn 

? 

Jawaban :  

Dalam menentukan biaya rahn ini ditentukan sesuai rumus yang 

sudah ditetapkan yaitu  

Tarif ijarah = taksiran marhun x % golongan marhun 

11. Kapan pembiayaan rahn akan diakui ? 

Jawaban: 

Pembiayaannya akan diakui ketika sudah selesai akad dan nasabah 

telah menerima uang pembiayaannya. 

12. Bagaimana pencatatan ketika akad pembiayaan rahn? 

Jawaban : 

Pencatatan akuntasinya itu seperti ini,  

Marhun Bih   Rp xx 

Biaya Administrasi Rp xx 

  Kas    Rp xx 

13. Kapan pengakuan atas pembayaran angsuran oleh nasabah ? 

Jawaban : 

Diakui apabila nasabah tersebut telah menyerahkan uang angsurannya 

kepada kita. 

14. Bagaimana pengakuan ketika pembayaran angsuran? 
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Jawaban: 

Kas   Rp xx 

Pendapatan Ijarah Rp xx 

Biaya Administrasi  Rp xx 

  Marhun Bih   Rp xx  

15. Kapan ijarah diakui oleh Pegadaian Syariah ? 

Jawaban : 

Pendapatan Ijarah ini kami akui ketika rahin membayar angsuran 

dengan ijarahnya dan biaya administrasinya atau melunasi marhun 

bih nya sekaligus membayar ijarahnya. 

16. Bagaimana pengakuan ketika penerimaan pendapatan ijarah?  

Kas   Rp xx 

  Pendapatan ijarah  Rp xx 

17. Bagaimana pengakuan ketika pelunasan pembayaran? 

Jawaban : 

Kas    Rp xx 

Pendapatan ijarah  Rp xx 

  Marhun Bih    Rp xx 

18. Bagaimana alur sistemnya dalam pelunasan hingga pengambilan 

marhun ? 

Kalau untuk peluansannya ini nasabah bawa kartu identitas, SBR, 

uang pembayaran sama KTP lalu diseerahkan ke kasir. Kasir akan 

memproses dengan memasukan nomer SBRnya. Setelah muncul 

jumlah tagihannya kemudian dicetak struknya. Struknya diserahkan ke 

nasabah. Nasabah nanti nyerahin ke bagian penyimpan agunan. 

Kemudian bagian penyimpan agunan akan mengambil barang sesuai 

dengan nomor dan golongan marhun. Kemudian barang diserahkan ke 
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nasabah. 

19. Bagaimana penentuan tarif ijarah?  

Jawaban : 

Tarif ijarah ini ditentukan sesuai dengan golongan dari marhun bih.  

20. Bagaimana pengakuan atas denda yang diberikan oleh nasabah ?  

Jawaban : 

Kami tidak pernah mengenakan denda kepada rahin 

21. Apakah ada potongan tarif biaya ijarah dan biaya administrasi ketika 

pelunasan pembiayaan rahn ? 

Jawaban : 

Potongan tarif ini hanya berlaku untuk ijarah. 

22. Jika ada potongan ijarah bagaimana penentuannya ? 

Jawaban : 

Potongan ijarah ditentukan berdasarkan golongan marhun dan periode 

pembayaran ijarah 

23. Bagaimana pencatatan akuntansi atas adanya potongan tersebut ? 

Jawaban : 

Kas   Rp xx 

  Pendapatan ijarah  Rp xx 

  Potongan ijarah   Rp xx 

24. Bagaimana dampak pengakuan dari pendapatan ijarah dengan laba 

yang didapat oleh Pegadaian Syariah Cabang Jember ? 

Dampak dari pengakuan pendapatan ini ya tentunya ada. Karena di 

Cabang kita tidak mencatat piutang jadi pendapatan yang kita terima 

keliatannya lebih sedikit dari yang harus didapatkan. Namun apabila 

di kantor wilayah ini biasanya yang membuat penyesuaian. Kantor 
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wilayah ini yang akan mencatat adanya piutang. Piutang kalau di 

Laporan keuangan Pegadaian Syariah masuk ke akun pendapatan yang 

masih harus diterima.  

25. Apa saja laporan keuangan yang dibuat di Pegadaian Syariah Cabang 

Jember? 

Jawaban :  

Kalau disini kami tidak membuat laporan keuangan. Laporan 

keuangan hanya dibuat oleh Pegadaian Pusat. 

 Pertanyaan mengenai Kesesuaian dengan PSAK 107 

1. Apa definisi aset ijarah ?  

Jawaban : 

Aset ijarah ini asset yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah.  

2. Apa definisi ijarah ? 

Jawaban : 

Sama seperti yang dijelaskan pada PSAK. 

3. Apa definisi ijarah Muntahiyah Bittamlik ? 

Jawaban  

Pegadaian Syariah Cabang Jember tidak ada IMBT.  

4. Apa definisi nilai wajar ? 

Jawaban : 

Nilai wajar ini kami mengambil dari marhun bih dari rahin. Jadi 

ketika di lelang marhun tersebut dilelang seharga marhun ditambah 

dengan ijarahnya.  

5. Apa definisi dari objek ijarah?  

Jawaban : 

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember marhun yang di gadaikan 
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tidak akan dipergunakan manfaatnya oleh Pegadaian Syariah Cabang 

Jember. Marhun tersebut akan disimpan oleh pihak Pegadaian 

Syariah. 

6. Apa definsi dari sewa operasi ? 

Jawaban : 

Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial 

seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikikan aset. 

7. Apa definisi dari umur manfaat ? 

Jawaban : 

Kurang lebih sama dengan apa yang dinyatakan pada PSAK 107. 

Umur manfaat adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan 

digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan 

diperoleh dari aset. Untuk umur manfaat ini sebenernarnya hanya 

berlaku untuk barang elektronik sehingga nasabah yang 

menggadaikan barang elektronik tersebut diwajibkan untuk 

mengangsur selama 4x dengan tiap angsuran sebesar 25% dari 

marhun bih.  

8. Apa definisi dari wa’d ? 

Jawaban : 

Pada Pegadaian Syariah Cabang Jember ini tidak ada wa’d  

9. Bagaimana karakteristik ijarah ? 

Jawaban : 

Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan 

risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset 
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10. Bagaimana cara perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan 

dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik ? 

Jawaban : 

Disini tidak ada ijarah muntahiyah bittamilik 

11. Apakah pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan 

atas ijarah untuk menghindari resiko ? 

Jawaban : 

Kami berhak untuk menerima jaminan dari nasabah. Hal ini kami 

lakukan untuk menghindari kerugian atas nasabah yang tidak bisa 

melunasi marhun bih nya. Dari barang jaminan tersebut apabila tidak 

dilunasi oleh nasabah maka kami berhak melelang apabila telah jatuh 

tempo lebih seminggu. Harga lelang nantinya akan dibayarkan 

terlebih dahulu untuk marhun bih dan ijarahnya. Kami melakukan 

lelang dengan cara menaruh marhun tersebut di display kita.  

Kelebihan uang lelang akan kami berikan kepada nasabah. Namun 

untuk kekurangannya akan kami bebankan kepada nasabah.  

12. Bagaimana spesifikasi objek ijarah ? 

Jawaban 

Penjelasan mengenai spesifikasi objek ijarah ini kami cantumkan 

dalam SBR.  

13. Kapan objek ijarah diakui oleh Pegadaian Syariah ? 

  Jawaban : 

 Objek ijarah ini diakui apabila barang sudah diterima oleh pihak 

Pegadaian Syariah.   

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

98 

 

 

PENYAJIAN  

1. Bagaimana penyajian pendapatan ijarah ? 

Jawaban : 

Penyajian pendapatan ijarah ini sesuai dengan pendapatan yang telah 

diterima oleh Pegadaian. 

PENGUNGKAPAN  

1. Bagaimana pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait 

transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik ? 

Jawaban : 

Kalau untuk Laporan Keuangan untuk kantor Cabang Pegadaian 

Syariah tidak membuatnya. 

        Tanda Tangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

99 

 

 

 

 

Lampiran 2. Flowchart Sistem Pengajuan Gadai Syariah (Rahn) 
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Lampiran 3.  Flowchart Pelunasan dan Pengambilan Marhun 
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Lampiran 4. Laporan Keuangan 
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Lampiran 5. Surat Bukti Rahn 
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